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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

  Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dijabarkan serta 

analisis data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan arsip dinamis inaktif pada Unit Kearsipan 

Kemenko Polhukam telah mengacu pada SOP Peminjaman 

Arsip akan tetapi untuk penyusunan daftar arsip dinamis 

inaktif belum dilengkapi dengan kolom klaisifikasi akses. 

Kebijakan kearsipan baik Sistem Klasifikasi Keamanan dan 

Akses Arsip Dinamis maupun SOP terkait telah disusun dan 

arsip yang diakses oleh pengguna internal sebagian besar 

adalah arsip tekstual substantif berisi informasi mengenai 

penanganan masalah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

Sarana dalam kegiatan penggunaan arsip dinamis inaktif yang 

dilaksanakan masih belum maksimal, belum menggunakan out 

indicator dan buku peminjaman secara rutin saat melakukan 

layanan peminjaman arsip.  

2. Pemeliharaan Arsip Dinamis Inaktif pada Unit Kearsipan 

Kemenko Polhukam dilaksanakan melalui kegiatan penataan 

dan penyimpanan telah mengacu pada aturan kearsipan serta 
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SOP terkait pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif. Sarana 

kearsipan yang digunakan dalam pemeliharaan arsip inaktif 

belum lengkap masih dibutuhkan rak arsip statis dengan 

jumlah cukup banyak yang memadai agar arsip dinamis inaktif 

yang ada dapat terawatt dengan baik. 

3. Penyusutan Arsip melalui Pemindahan Arsip Dinamis Inaktif 

dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan Kemenko Polhukam telah 

dilaksanakan sesuai prosedur dalam aturan SOP kearsipan. 

Tahapan serta ouput yang dihasilkan telah lengkap dan sesuai 

dengan kebijakan kearsipan. Masih terdapat beberapa Unit 

Pengolah yang belum melakukan pemindahan arsip inaktif dari 

Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.  

4. Strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan layanan 

arsip melalui pengelolaan arsip dinamis inaktif adalah dengan 

melakukan pembinaan kearsipan ke Unit Pengolah maupun 

mengikutsertakan Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam 

Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan secara rutin, 

menyempurnakan serta melengkapi sarana kearsipan yang 

dibutuhkan dalam pengelolaan arsip dinamis inaktif.  

B. Saran 

 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, beberapa saran 

penulis sampaikan guna mengoptimal efektifitas pengelolaan arsip 
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dinamis inaktif dalam upaya meningkatkan layanan arsip di 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

sebagai berikut: 

1. Perlu melengkapi sarana dan prasana kearsipan yang dibutuhkan 

dalam pengelolaan arsip dinamis inaktif di Records Center 

Kemenko Polhukam yaitu dengan pengadaan rak arsip statis 

dengan jumlah lebih banyak dibanding rak arsip dorong atau roll 

�‘�ï�’�ƒ�…�•. Penyempurnaan sarana kearsipan lainnya yaitu pada daftar 

arsip dinamis inaktif yang digunakan sebagai alat temu kembali 

arsip.  

2. Dalam rangka meningkatkan kompetensi kearsipan maka perlu 

mengikutsertakan arsiparis dan pengelola arsip di seluruh Unit 

Pengolah dan Unit Kearsipan dalam Pendidikan dan Pelatihan 

Kearsipan; 

3. Melaksanakan pembinaan dan konsultasi kearsipan oleh arsiparis 

di Unit Kearsipan kepada pengelola arsip di Unit Pengolah secara 

rutin; 

4. Diperlukan adanya kesadaran akan tertib arsip dan dukungan baik 

dari pimpinan maupun rekan kerja agar seluruh Arsiparis dan 

Pengelola Arsip dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan 

optimal. Kesadaran tertib arsip dapat dibangun dengan upaya 

menciptakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang beberapa 
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tahun lalu telah dicanangkan oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip ini merupakan 

wujud instansi dalam peningkatan kesadaran lembaga negara dan 

penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan 

penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, 

sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip 

serta pendanaan kearsipan.
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